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ABSTRACT 

 

The land tenure conflict over village assets between Tegaldowo Village and 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in Gunem, Rembang Regency, arose from nine 

Right to Use Certificates covering Brumbung Road, issued through the Complete 

Systematic Land Registration Program in 2023, which the company claimed fell 

within its mining permit area. 

This study analyzes the stages of the conflict, its underlying causes, and 

possible resolution alternatives. The research used a qualitative method with an 

empirical descriptive approach, through interviews with the village government, 

the company, the Rembang Land Office, and local residents. Findings show the 

conflict evolved according to Simon Fisher's stages, namely pre conflict, 

confrontation, crisis, outcome, and post conflict, driven by data conflict, conflict of 

interest, value conflict, and overlapping land use. Supreme Court Decision Number 

538 K/TUN/2025 upheld the certificates after rejecting the company's lawsuit, yet 

left the substantive dispute over physical land control unresolved. 

The study concludes that settlement should be pursued through Alternative 

Dispute Resolution using a utilization cooperation scheme balancing the village 

asset's legality with the company's operational interests. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang senantiasa berada 

dalam dinamika konflik seperti, perbedaan, pertentangan, serta persaingan, baik 

yang terjadi atas kehendak sendiri maupun terpaksa. Hal ini tidak dapat dihindari 

karena merupakan aspek nyata dalam kehidupan sosial bermasyarakat, di mana 

konflik pada tahapan tertentu sebenarnya dibutuhkan sebagai sarana perubahan 

sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih dinamis dan berkeadilan (Pratiwi 

dkk., 2022). Secara sosiologis, konflik didefinisikan sebagai proses sosial yang 

melibatkan dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya 

tidak berdaya (Poerwadarminta & (Indonesia), 1984). Konflik sosial umumnya 

berakar pada perbedaan latar belakang, mulai dari pengetahuan, adat istiadat, 

keyakinan, hingga kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Di Indonesia, salah satu 

bentuk pertentangan kepentingan yang paling signifikan dan kompleks adalah 

konflik agraria yang melibatkan perebutan sumber daya alam berupa tanah 

antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi. 

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 

kedudukan fundamental dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai ruang 

hidup, tempat tinggal, serta sumber penghidupan melalui sektor pertanian dan 

perkebunan. Hubungan antara manusia dan tanah di Indonesia tidak hanya 

bersifat fisik dan ekonomis, melainkan juga mengandung dimensi sosial, 

kultural, dan religius yang sangat mendalam dan tidak dapat dipisahkan. Secara 

konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, penguasaan dan 

pemanfaatan tanah seringkali menunjukkan ketimpangan struktural yang 

memicu benturan antara hak menguasai negara (HMN) dengan hak asasi warga 

negara (HAM), terutama ketika kebijakan pembangunan industri berskala besar 
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masuk ke wilayah pedesaan yang masih menggantungkan kehidupan pada 

sistem agraris. 

Permasalahan agraria di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menjadi 

salah satu wujud nyata dari perdebatan antara industrialisasi dan pelestarian 

lingkungan. Kabupaten Rembang memiliki potensi sumber daya alam berupa 

batu gamping yang tersebar di kawasan Pegunungan Kendeng Utara dan 

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri semen. Di sisi lain, kawasan tersebut 

juga berfungsi sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang berfungsi 

sebagai kawasan lindung geologi dan penyimpan mata air yang vital bagi 

keberlangsungan hidup ribuan petani (Tim Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan 

Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan, 2017). 

Kondisi ini menjadikan Kabupaten Rembang sebagai wilayah yang rawan 

konflik agraria, khususnya pada rencana pembangunan pabrik semen oleh PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk yang berlangsung sejak tahun 2012 telah 

memicu perdebatan panjang dan konflik sosial yang belum sepenuhnya tuntas 

hingga saat ini. 

Konflik ini bermula sejak diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan 

Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang kini bernama PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penerbitan izin lingkungan dinilai oleh sebagian 

masyarakat sebagai tindakan yang kurang transparan dalam rencana 

pembangunan, karena tahapan sosialisasi awal dinilai hanya melibatkan unsur 

perangkat desa tertentu tanpa partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Kondisi 

tersebut memunculkan ketidaktransparan yang mengakibatkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun pihak 

perusahaan. Dari perspektif teori Karl Marx, sebagaimana dikemukakan oleh 

Talitha dkk. (2025), konflik ini menunjukkan pertentangan kepentingan antara 

kelas borjuis (perusahaan dan pemerintah) yang memandang Pegunungan 

Kendeng sebagai sumber bahan baku industri dengan kelas proletar (petani) 

yang memaknai wilayah tersebut sebagai ruang hidup serta sumber utama air 

dan pangan. 
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Perkembangan konflik di kawasan Pegunungan Kendeng menunjukkan 

eskalasi yang berlangsung secara bertahap. Konflik dimulai dari fase pra-konflik 

yang ditandai dengan adanya ketegangan laten di tengah masyarakat, kemudian 

berkembang menjadi tahap konfrontasi terbuka melalui berbagai aksi 

demonstrasi, termasuk pendirian “Tenda Perjuangan” di depan lokasi pabrik 

semen. Pada tahap selanjutnya, konflik memasuki fase krisis yang ditandai 

dengan meningkatnya tindakan represif, kriminalisasi, hingga menimbulkan 

korban jiwa (Harja dkk., 2022). Dalam merespons kondisi tersebut, masyarakat 

yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 

(JMPPK) secara konsisten melakukan perlawanan melalui berbagai aksi sosial, 

seperti long march dan aksi “menyemen kaki” di depan Istana Negara, sekaligus 

menempuh jalur hukum (litigasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

hingga Mahkamah Agung (Subekti, 2016). Meskipun Mahkamah Agung melalui 

Putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 sempat membatalkan izin lingkungan pabrik 

semen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menerbitkan izin lingkungan 

baru yang pada akhirnya memicu konflik dengan masyarakat lebih lanjut. 

Di tengah konflik lingkungan yang belum sepenuhnya terselesaikan di 

kawasan Pegunungan Kendeng, muncul sengketa baru yang bersifat 

administratif pertanahan namun memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan 

terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah tersebut. Pada tahun 

2023, Pemerintah Desa Tegaldowo melalui Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) mengajukan pendaftaran terhadap aset-aset desa, 

termasuk bidang tanah yang secara fungsional digunakan sebagai jalan desa atau 

jalan usaha tani yang oleh masyarakat setempat disebut sebagai “Jalan 

Brumbung”. Proses pendaftaran tersebut menghasilkan sembilan Sertipikat Hak 

Pakai atas nama Pemerintah Desa Tegaldowo, yakni Sertipikat Nomor 00202, 

00203, 00207, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, dan 00213. Pendaftaran aset 

desa tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengamanan aset pemerintah 

desa yang dilaksanakan berdasarkan instruksi percepatan pengamanan aset desa 

sesuai Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Rembang dan dukungan dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah potensi kerugian aset 

daerah. 
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Penerbitan sembilan Sertipikat Hak Pakai tersebut kemudian ditentang 

keras oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Pihak perusahaan menyatakan 

bahwa bidang-bidang tanah yang disertipikatkan sebagai jalan desa sebenarnya 

berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi (IUP 

OP) milik perusahaan, serta sebagian besar merupakan tanah yang telah 

diperoleh melalui proses pembebasan dari masyarakat. PT Semen Indonesia 

berpendapat bidang tanah dimaksud tidak memenuhi kualifikasi sebagai jalan 

desa yang sah secara hukum, melainkan hanya berupa galengan atau jalan 

setapak yang terbentuk dari aktivitas masyarakat. Selain itu, perusahaan menilai 

bahwa proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Tegaldowo tidak melibatkan pihak perusahaan sebagai pemilik atau penguasa 

tanah yang berbatasan langsung, sehingga dianggap tidak memenuhi asas 

kontradiktur delimitasi. Hal ini kemudian berujung pada pengajuan gugatan tata 

usaha negara oleh PT Semen Indonesia terhadap Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Rembang dan Pemerintah Desa Tegaldowo ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Semarang dengan Nomor Perkara 

70/G/2024/PTUN.SMG. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Jalan Brumbung memiliki peran 

strategis sebagai akses utama bagi aktivitas pertanian masyarakat Desa 

Tegaldowo. Namun di sisi lain, area tersebut juga berada dalam wilayah yang 

menjadi bagian dari zona utama aktivitas pertambangan PT Semen Indonesia. 

Secara teknis, kondisi ini menimbulkan ambiguitas yurisdiksi dan kewenangan 

atas jalan tersebut, apakah termasuk kategori sebagai jalan desa yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah atau justru merupakan tanah negara bebas yang dikuasai 

secara fisik oleh perusahaan untuk keperluan tambang. Hal ini diperumit dengan 

adanya Berita Acara Kesepakatan pada tahun 2020, di mana Pemerintah Desa 

Tegaldowo sempat menyatakan persetujuan terhadap rencana perusahaan untuk 

mendaftarkan hak atas tanah yang berada di area Izin Usaha Pertambangan dan 

Operasi Produksi, namun kesepakatan tersebut mengalami pergeseran seiring 

dengan perubahan dinamika politik desa serta meningkatnya tuntutan untuk 

melakukan pengamanan terhadap aset-aset desa. 
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Permasalahan mengenai sembilan Sertipikat Hak Pakai tersebut menjadi 

sangat layak diteliti karena menyajikan benturan kewenangan antara dua otoritas 

hukum yang berbeda. Dalam teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Ralf 

Dahrendorf, konflik kerap muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan 

otoritas dalam suatu struktur sosial (Dahrendorf, 2019). Dalam kasus ini, 

terdapat persilangan kewenangan antara Pemerintah Desa Tegaldowo yang 

memiliki mandat untuk melindungi dan mengelola aset desa demi kepentingan 

umum masyarakat, dengan PT Semen Indonesia sebagai badan usaha milik 

negara yang menjalankan kegiatan industri nasional berdasarkan izin 

pertambangan yang sah. Sengketa ini juga menyoroti kelemahan administrasi 

pertanahan, di mana program PTSL yang seharusnya bertujuan memberikan 

kepastian hukum justru memunculkan klaim penguasaan yang tumpang tindih 

antara aset publik milik desa dengan aset industri swasta/BUMN. 

Berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji konflik agraria di kawasan 

Kendeng menunjukkan bahwa konflik umumnya dipicu oleh perbedaan 

kepentingan ekonomi serta kekhawatiran masyarakat terhadap dampak 

degradasi lingkungan. Penelitian oleh Huwaina dkk. (2024) menyoroti konflik 

perebutan sumber daya alam antara korporasi dan petani di pegunungan kendeng 

Rembang dalam perspektif teori Marx, sedangkan Talitha dkk. (2025) mengkaji 

upaya penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yang dalam praktiknya masih 

menghadapi kebuntuan secara substantif. Penelitian lain oleh Purnamasari 

(2020) menegaskan adanya pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup 

yang sehat, terutama akibat polusi debu dan menurunnya ketersediaan sumber 

air. Meskipun demikian, hingga saat ini masih belum banyak penelitian yang 

secara khusus mengkaji konflik kepemilikan atau penguasaan aset jalan antara 

pemerintah desa dan korporasi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program 

pendaftaran tanah nasional melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). 

Penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan mengingat berlanjutnya 

sengketa tersebut tidak hanya berimplikasi pada terhambatnya kegiatan investasi 

PT Semen Indonesia sebagai objek vital nasional, tetapi juga menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi Pemerintah Desa Tegaldowo dalam pengamanan dan 
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pengelolaan aset desa. Selain berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, 

sengketa ini juga berpotensi memperdalam fragmentasi sosial di tingkat desa, 

khususnya antara kubu yang pro-pabrik dengan kubu yang kontra-pabrik, 

sehingga berpengaruh terhadap melemahnya nilai-nilai sosial tradisional seperti 

gotong royong dan hubungan sosial antar warga. 

Meskipun penyelesaian konflik ini melalui jalur litigasi hingga tingkat 

kasasi di Mahkamah Agung dan menghasilkan putusan yang menyatakan 

gugatan PT Semen Indonesia tidak dapat diterima karena alasan prosedural 

administratif, yaitu perusahaan dinilai belum menempuh seluruh upaya 

keberatan dan banding administratif secara lengkap sebelum mengajukan 

gugatan ke pengadilan. Namun, putusan ini belum menyentuh pokok 

permasalahan mengenai siapa yang secara substantif berhak atas sembilan 

bidang tanah yang disengketakan (Putusan MA No. 538 K/TUN/2025). 

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Konflik Penguasaan Tanah 

Aset Desa Di Wilayah Konsesi Pertambangan (Studi Kasus Desa Tegaldowo, 

Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang)” ini menjadi penting untuk 

menganalisis secara komprehensif mengenai bagaimana tahapan konflik ini 

berkembang, faktor-faktor penyebab konflik, serta merumuskan alternatif 

penyelesaian (resolusi konflik) yang tidak hanya berlandaskan pada kemenangan 

hukum formal semata, melainkan juga mengedepankan prinsip keadilan sosial 

dan dinamika sosial masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pertanahan serta 

menjadi rujukan dalam upaya mitigasi konflik serupa di wilayah industri 

pertambangan lainnya di Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tahapan perkembangan konflik penguasaan tanah atas 9 Sertipikat 

Hak Pakai antara Pemerintah Desa Tegaldowo dengan PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang? 

2. Apa saja faktor-faktor utama penyebab terjadinya konflik penguasaan tanah 

tersebut? 

3. Bagaimanakah upaya penyelesaian konflik yang telah ditempuh oleh para 

pihak? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis tahapan dan dinamika konflik penguasaan tanah mulai 

dari tahap pra-konflik, konfrontasi, krisis hingga tahap pasca-konflik terkait 

penerbitan sertipikat aset desa di wilayah tambang. 

2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab yang 

memicu pertentangan antara hak pengelolaan aset desa dengan hak 

pengusahaan pertambangan PT Semen Indonesia. 

3. Untuk mengevaluasi efektivitas penyelesaian melalui jalur hukum dan 

merumuskan model resolusi konflik yang dapat menjamin kepastian hukum 

serta kesejahteraan masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pertanahan 

(Agraria) dan sosiologi politik, khususnya mengenai teori konflik otoritas 

Ralf Dahrendorf dalam konteks persilangan wewenang antara pemerintah 

desa dan korporasi negara. 

b. Menjadi referensi akademik terkait efektivitas pelaksanaan PTSL pada 

bidang-bidang tanah yang berada di dalam area konsesi industri besar 

(IUP). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Rembang: Sebagai masukan 

teknis dalam melaksanakan mitigasi sengketa batas dan penerapan asas 

kontradiktur delimitasi pada program pendaftaran tanah di masa depan. 
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b. Bagi Pemerintah Desa Tegaldowo: Memberikan panduan strategis dalam 

upaya pengamanan aset desa melalui tertib administrasi yang sesuai 

dengan regulasi pertanahan terbaru. 

c. Bagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) dan 

pola komunikasi yang lebih partisipatif dengan masyarakat lokal guna 

menjaga kelancaran investasi. 

d. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai 

hak atas tanah dan pentingnya keterlibatan publik dalam setiap proses 

pembangunan di wilayah mereka. 

e. Bagi Aparat Penegak Hukum: Menjadi bahan pertimbangan bagi hakim 

dan praktisi hukum dalam memahami urgensi upaya administratif 

(keberatan dan banding) sebelum menempuh jalur litigasi di Pengadilan 

Tata Usaha Negara pada sengketa pertanahan yang bersifat kompleks. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik penguasaan tanah aset 

desa di wilayah konsesi pertambangan di Desa Tegalowo, Kecamatan Rembang, 

Kabupaten Rembang, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dinamika konflik penguasaan tanah aset desa di wilayah konsesi 

pertambangan berkembang sesuai tahapan konflik Simon Fisher, yaitu 

prakonflik (pre-conflict), konfrontasi (confrontation), krisis (crisis), akibat 

(outcome), dan pasca konflik (post-conflict). Pada tahap pra konflik, konflik 

diawali oleh kegagalan pelaksanaan kesepakatan musyawarah tahun 2020 

mengenai relokasi Jalan Brumbung sehingga menimbulkan penurunan 

kepercayaan antara Pemerintah Desa Tegaldowo dan PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. Tahap konfrontasi terjadi setelah diterbitkannya 9 Sertipikat 

Hak Pakai melalui Program PTSL Tahun 2023 yang memunculkan klaim dari 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap sebagian objek sertipikat. 

Konflik kemudian berkembang menjadi tahap krisis ketika perusahaan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Pada tahap 

akibat, putusan PTUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan 

Mahkamah Agung memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan 9 

Sertipikat Hak Pakai karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, 

pada tahap pasca konflik, penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian yang 

dicapai masih bersifat yuridis sehingga belum mampu menghilangkan konflik 

kepentingan maupun memperbaiki hubungan sosial antara para pihak. 

2. Faktor penyebab konflik penguasaan tanah aset desa di wilayah konsesi 

pertambangan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan 

merupakan akumulasi berbagai faktor hukum dan nonhukum. Berdasarkan 

analisis teori Simon Fisher, konflik dipengaruhi oleh empat faktor utama, 

yaitu konflik data (data conflict), konflik kepentingan (conflict of interest), 

konflik nilai (value conflict), dan tumpang tindih penggunaan tanah. Konflik 

data muncul akibat perbedaan informasi mengenai status Jalan Brumbung, 
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batas bidang tanah, serta kondisi fisik objek sengketa. Konflik kepentingan 

terjadi karena Pemerintah Desa Tegaldowo berorientasi pada pengamanan 

aset desa sebagai fasilitas umum, sedangkan PT Semen Indonesia (Persero) 

Tbk berorientasi pada keberlangsungan kawasan operasi pertambangan. 

Konflik nilai muncul karena masing-masing pihak memiliki cara pandang 

yang berbeda terhadap fungsi Jalan Brumbung, sedangkan tumpang tindih 

penggunaan tanah terjadi karena objek yang sama dipandang sebagai jalan 

desa sekaligus berada dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi 

Produksi. Perbedaan tersebut menyebabkan masing-masing pihak 

mempertahankan dasar hukum, kepentingan, dan penafsirannya sehingga 

konflik berkembang menjadi sengketa administrasi pertanahan. 

3. Upaya penyelesaian konflik yang telah ditempuh menunjukkan bahwa jalur 

non litigasi maupun litigasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan 

penyelesaian yang berkeadilan secara substantif. Penyelesaian diawali 

melalui musyawarah multipihak pada tahun 2020, kemudian dilanjutkan 

dengan pengamanan aset desa melalui Program PTSL Tahun 2023, dan 

berakhir pada proses litigasi di Peradilan Tata Usaha Negara hingga 

Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/TUN/2025 

memberikan kepastian hukum terhadap keberlakuan 9 Sertipikat Hak Pakai 

karena gugatan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dinyatakan tidak dapat 

diterima akibat belum ditempuhnya upaya administratif. Meskipun demikian, 

putusan tersebut belum menyelesaikan pokok sengketa mengenai penguasaan 

dan pemanfaatan fisik tanah. Oleh karena itu, penyelesaian pasca putusan 

perlu diarahkan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) 

dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang tetap mempertahankan 

legalitas aset desa sekaligus memberikan ruang pemanfaatan bagi perusahaan 

melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sehingga fungsi sosial tanah, kepastian hukum, dan kemanfaatan 

bagi masyarakat dapat diwujudkan secara seimbang. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut. 
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1. Bagi Pemerintah Desa Tegaldowo, diharapkan dapat melanjutkan 

pengamanan aset desa melalui inventarisasi aset secara berkala, pembaruan 

data administrasi pertanahan, serta meningkatkan transparansi informasi 

kepada masyarakat mengenai status hukum aset desa. Selain itu, Pemerintah 

Desa perlu membangun kembali komunikasi dengan seluruh kelompok 

masyarakat serta membuka ruang dialog dengan PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk agar penyelesaian konflik tidak berhenti pada aspek legalitas 

semata, tetapi juga mampu mewujudkan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. 

2. Bagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, diharapkan senantiasa 

mengedepankan penyelesaian konflik melalui pendekatan kolaboratif setelah 

putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap. Perusahaan diharapkan 

membangun kembali hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa 

Tegaldowo melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR), 

termasuk kemungkinan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) 

terhadap aset desa sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kepentingan 

operasional perusahaan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan hak 

masyarakat dan fungsi sosial tanah. 

3. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, diharapkan dapat 

meningkatkan sinkronisasi data fisik, data yuridis, dan data spasial dengan 

instansi terkait, khususnya pemerintah daerah dan instansi yang membidangi 

sektor pertambangan. Selain itu, pelaksanaan Program PTSL perlu disertai 

verifikasi lapangan yang lebih komprehensif terhadap objek yang berada pada 

kawasan dengan potensi konflik agar sengketa serupa dapat diminimalkan. 

4. Bagi Pemerintah Kabupaten Rembang, diharapkan dapat memperkuat 

koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pertanahan, tata ruang, dan 

perizinan pertambangan melalui integrasi data spasial serta penguatan forum 

penyelesaian konflik agraria. Langkah tersebut penting untuk mencegah 

terjadinya tumpang tindih pemanfaatan tanah sekaligus mewujudkan 

kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh pihak.  
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